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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan 

serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka 

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta 

konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM (BBPOM) di 

Palangka Raya sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian 

pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas 

kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan 

komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun 

manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain: 

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan; 

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 

secara periodik; 

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara 

pelayanan maupun instansi pemerintah;  

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan; 

5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan 

6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi 

penyelenggara pelayanan. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh BBPOM di Palangka 

Raya namun tetap dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro 

Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah 

dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam 

seluruh tahapan survei. 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarkan 

kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan yang mencakup 9 unsur 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner 

SKM BBPOM di Palangka Raya yaitu:  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, 

daring maupun hybrid. 

 

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu satu kali 

dalam satu tahun. Pelaksanaan survei hingga mendapatkan indeks kepuasan masyarakat 

memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian tahapan sebagai berikut: 

No. Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan 

1. Persiapan pelaksanaan  

 a. Pengumpulan data jenis dan 
pengguna layanan 

Minggu II Januari s.d.  
Minggu IV Februari 2025 

 b. Penetapan target responden 
survei dan penyiapan tautan survei 

Minggu I s.d. III Maret 2025 

2. Pelaksanaan survei oleh UPP 15 April s.d. 18 Juli 2025 

3. Pengolahan survei Minggu III April s.d. Minggu II Agustus 2025* 

4. Pelaporan survei oleh UPP Minggu III s.d. Minggu IV Agustus 2025 

 

1.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi 

penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan BBPOM di Palangka 

Raya. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel 

Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 sehingga didapatkan 

jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut jumlah populasi 

dan sampel Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025: 

No Jenis Pelayanan Populasi Sampel  

1 
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan 
Makanan 

0 0 

2 
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan 
Makanan 

0 0 
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No Jenis Pelayanan Populasi Sampel 

3 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik 4 1 

4 
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat 
Tradisional yang Baik (CPOTB) 

0 0 

5 
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan 
Kosmetik yang Baik (CPKB) 

1 1 

6 
Penerbitan Rekomendasi sebagai pemohon 
notifikasi kosmetika 

0 0 

7 
Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 
Olahan yang Baik (CPPOB) 

13 4 

8 Pengujian Obat dan Makanan 44 11 

9 
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan 
Makanan 

131 30 

Jumlah 193 47 
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BAB II 

ANALISIS DATA SKM 

 

2.1 Analisis Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 47 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin 
  

Laki 21 44.68 % 
Perempuan 26 55.32 % 

2 Pendidikan 
  
  
  

Tidak Sekolah 0 0 % 
SD/Sederajat 0 0 % 
SMP/Sederajat 0 0 % 
≤ SMA/Sederajat 17 36.17 % 
DI/D2/D3 3 6.38 % 
D4/S1 22 46.80 % 
S2/Profesi/S3 5 10.64 % 

3 Pekerjaan  
  
  
  
  

ASN/TNI/Polri 22 46.80 % 
Swasta 2 4.25 % 
Wirausaha 14 29.78 % 
Ibu Rumah Tangga 0 0 % 
Pelajar/Mahasiswa 5 10.64 % 
Petani/Nelayan 0 0 % 
Pekerja 
Lepas/Freelance 0 

0 % 

Pensiunan 0 0 % 
Perusahaan 
Pengurusan Jasa 
Kepabeanan 

0 0 % 

 Lainnya 4 8.51 % 
4 Usia < 18 Tahun 0 0 % 

18 – 25 Tahun 15 31.91 % 
26 – 35 Tahun 14 29.78 % 
36 – 45 Tahun 12 25.53 % 
46 – 55 Tahun 6 12.76 % 
> 55 Tahun 0 0 % 

5 Kategorisasi 
Pengguna 
Layanan 

Non Disabilitas 47 100% 

Disabilitas 0 0 % 

6 Kategorisasi Jenis 
Disabilitas 

Disabilitas Fisik 0 0 % 
Disabilitas Sensorik 0 0 % 
Disabilitas Intelektual 0 0 % 
Disabilitas Mental 0 0 % 
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2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

Pengolahan data SKM menggunakan [excel/aplikasi] https://sapaapip.pom.go.id dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Nilai SKM per jenis layanan 

Jenis Layanan 
Jumlah 

Responden 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Nilai 
SKM per 
Layanan 

Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat 
dan Makanan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penerbitan Surat Keterangan Ekspor 
Obat dan Makanan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang 
Baik 

1 83.33 83.33 88.89 83.33 83.33 100.0 100.0 83.33 100.0 89.51 

Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara 
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 
(CPOTB) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara 
Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 

1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Penerbitan Rekomendasi sebagai 
pemohon notifikasi kosmetika 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penerbitan Izin Penerapan Cara 
Produksi Pangan Olahan yang Baik 
(CPPOB) 

4 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 95.83 95.83 87.50 92.13 

Pengujian Obat dan Makanan 11 96.97 96.97 97.98 98.48 96.97 98.48 100.0 98.48 100.0 98.26 

Pengaduan Masyarakat dan Informasi 
Obat dan Makanan 

30 96.11 98.33 98.89 96.11 98.89 98.89 98.33 98.89 98.33 98.09 

Rerata IKM Per Unsur 95.74 97.16 97.87 96.10 97.52 98.23 98.58 98.23 97.87 97.48 

IKM Unit Layanan 97.48 

Mutu Unit Layanan A 
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Gambar 1. Infografis Publikasi Nilai SKM Tahun 2025 

 

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan 

Unsur Pelayanan 2024 2025 
Naik/ 
Turun 

U1 Persyaratan  95.76 95.74 0.02↓ 

U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  96.05 97.16 1.11↑ 

U3 Waktu Penyelesaian 98.12 97.87 0.25↓ 

U4 Biaya/Tarif  97.74 96.10 1.64↓ 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 97.46 97.52 0.02↑ 

U6 Kompetensi Pelaksana 98.02 98.23 0.21↑ 

U7 Perilaku Pelaksana 99.44 98.58 0.86↓ 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 97.74 98.23 0.49↑ 

U9 Sarana dan Prasarana 96.05 97.87 1.82↑ 

Nilai SKM Unit Layanan 97.37 97.48 0.11↑ 

  
Keterangan: 

 : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00) 

 : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30) 

 : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60) 

 : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99) 
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Gambar 2. Nilai SKM Per Unsur Layanan 

 

 

Gambar 3. Nilai SKM Per Unsur Layanan Tahun 2024 dan Tahun 2025 
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2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:  

1. Terdapat 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yang perlu mendapat peningkatan, yaitu 

Persyaratan (U1) dengan nilai 95,74; Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dengan 

nilai 97,16; serta Biaya/Tarif (U4) dengan nilai 96,10. Nilai pada ketiga unsur ini 

mengalami penurunan sebesar 0,02-1,64 apabila dibandingkan terhadap nilai SKM 

Tahun 2024. 

2. Terdapat 3 (tiga) unsur dengan nilai tertinggi, yaitu Kompetensi Pelaksana (U6) dengan 

nilai 98,23; Perilaku Pelaksana (U7) dengan nilai 98,58; serta Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan (U8) dengan nilai 98,02. Nilai pada ketiga unsur ini mengalami 

peningkatan sebesar 0,21-0,86 apabila dibandingkan terhadap nilai SKM Tahun 2024. 

3. Terdapat 1 (satu) jenis layanan yang perlu mendapat perhatian khusus dan tindakan 

lebih lanjut, yaitu Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang 

memperoleh nilai SKM Layanan paling rendah sebesar 89,51. Walaupun kriteria mutu 

layanan pada kategori mutu pelayanan A (sangat baik), namun responden memberikan 

nilai baik pada unsur layanan U5 (produk spesifikasi jenis layanan), U6 (kompetensi 

petugas), U8 (penanganan pengaduan, saran dan masukan) dan U9 (sarana 

prasarana). Namun demikian, penilaian responden ini belum mencerminkan nilai 

layanan yang seutuhnya karena responden pada jenis layanan ini ditargetkan hanya 1 

(satu) orang. Apabila dilihat nilai secara keseluruhan, unsur layanan U5, U6, U8 dan U9 

memperoleh nilai mutu layanan A (Sangat Baik). 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa respon yang menjadi perhatian dan 

dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut: 

a) “Mohon dibantu percepatan penerbitan NIE” 

b) “Terimakasih atas layanan cepat yang diberikan” 

c) “Semoga renovasinya cepat selesai” 

d) “Lebih informatif untuk bisa diketahui masyarakat umum untuk makanan dan minuman 

yang mengandung unsur berbahaya, misal ditampilkan di website” 

e) “Proses MD bisa lebih kilat dan mudah. Walaupun selama ni sudah sangat baik, cepat 

dan akurat” 

 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1) Persyaratan (U1) adalah informasi awal yang diperoleh oleh pelanggan untuk 

mendapatkan layanan sesuai kebutuhan. Pada pelanggan baru, khususnya pelaku 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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usaha yang ingin mendapatkan layanan pendampingan terkait pemenuhan aspek 

CPOTB, CPKB maupun pemenuhan IP CPPOB terkendala dalam memenuhi 

kelengkapan persyaratan/kelengkapan persyaratan masih kurang untuk melanjutkan 

layanan, misalnya: memiliki NIB, maupun penanggung jawab untuk fasilitas UMOT 

maupun produsen kosmetik. Hal ini berdampak pada persepsi pelanggan bahwa unsur 

persyaratan cukup sulit untuk dipenuhi.  

2) Pada unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) berkaitan dengan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Pada proses 

Sertifikasi CDOB pengajuan sertifikasi yang diterima adalah sertifikasi CCP (Cold Chain 

Products). Pelanggan telah mendapatkan informasi mengenai persyaratan administratif 

dan teknis namun pada saat proses verifikasi terdapat beberapa persyaratan standar 

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang memerlukan waktu untuk penyediaannya 

sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian CAPA (Corrective Action Preventive 

Action) oleh pelanggan.  

3) Pada unsur Biaya/Tarif (U4) adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan. Pada awal Desember 

Tahun 2024, diterapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 Tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang 

Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini berdampak pada perubahan 

biaya pengujian sampel Pihak Ketiga sehingga pada awal implementasinya belum 

tersosialisasikan secara menyeluruh kepada pelanggan terkait. Situasi awal ini 

mengakibatkan penilaian terhadap biaya/tarif (U4) mengalami penurunan dari 

pelanggan. 

 

Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil 

analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan 

rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Internal Tindak Lanjut SKM pada 

tanggal 19 Agustus 2025.  
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Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  dituangkan dalam tabel berikut: 

No. 

Unsur 
Layanan 

dengan nilai 
terendah 

Penyebab 
Rencana Tindak 

Lanjut 
Timeline 

(DD-MM-YY) 
PIC 

1 Persyaratan Pada saat penjelasan 
persyaratan, 
sebagian besar 
pelaku usaha yang 
datang belum siap 
dengan persyaratan 
awal sehingga 
merasa sulit dalam 
memenuhi syarat 
untuk melanjutkan 
layanan. 

Sosialisasi standar 
pelayanan publik 
melalui media sosial 
dan subsite 

 
 
 
 

31 Desember 
2025 

Sertifikasi 
dan Infokom 

2. Sistem, 
Mekanisme 
& Prosedur  

Pelanggan merasa 
kurang memahami 
prosedur yang harus 
disiapkan dalam 
rangka memenuhi 
syarat GMP atau 
GDP, tata cara 
membuat label 
pangan yang benar, 
membuat denah, dan 
sebagainya.  

1. Melaksanakan 
Bimbingan Teknis 
tata cara terkait 
pemenuhan GMP 
bagi pelaku usaha  

2. Membuka forum 
konsultasi dalam 
rangka pemenuhan 
GMP secara intensif 
kepada pelaku 
usaha  

 
 
 
 

31 Desember 
2025 

Sertifikasi 
dan Infokom 

3. Biaya/ Tarif Penerapan Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 73 Tahun 
2024 Tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang 
Bersifat Volatil yang 
Berlaku pada Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan yang belum 
tersosialisasikan 
dengan optimal 
kepada pelanggan 

1. Mengumumkan 
peraturan 
Biaya/Tarif 
Pengujian Sampel 
Pihak Ketiga melalui 
Subsite BBPOM di 
Palangka Raya 

2. Meningkatkan 
komunikasi Front 
Liner dengan 
pelanggan 
Pengujian terkait 
perubahan 
biaya/tarif yang 
berlaku. 

3. Sosialisasi 
Peraturan 
Biaya/Tarif melalui 
pemasangan 
Banner dan digital 
siniege di ruang 
pelayanan public 

4. Memberikan 
stimulan berupa 
fasilitasi pengujian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Desember 
2025 

Sertifikasi 
dan Infokom 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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sampel dalam 
rangka sertifikasi 
kepada pelaku 
usaha yang 
memenuhi 
persyaratan  

 

 

2.4 Tren Nilai SKM 

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei 

secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan 

evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan 

kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang 

telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara 

pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan BBPOM di Palangka Raya dapat 

dilihat melalui grafik berikut: 

 

Gambar 4. Grafik Tren Nilai SKM 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Balai Besar 

POM di Palangka Raya. 

 

 

91.77

93.5

96.72
97.37 97.48

2021 2022 2023 2024 2025

Nilai SKM BBPOM di Palangka Raya
Tahun 2021 s.d 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 

 

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh BBPOM di Palangka Raya periode tahun 2024 

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2024 

No Unsur IKM 

1 Persyaratan 95.76 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 96.05 

3 Waktu Penyelesaian 98.12 

4 Biaya/Tarif 97.74 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 97.46 

6 Kompetensi Pelaksana 98.02 

7 Perilaku Pelaksana 99.44 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 97.74 

9 Sarana dan Prasarana 96.05 

 

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi 

lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Balai Besar POM di Palangka 

Raya telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur 

terendah hasil SKM periode tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi 

yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No Rencana Tindak Lanjut 
Apakah RTL Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan 
ditambahkan tantangan/hambatan yang 

dihadapi) 

Dokumentasi 
Kegiatan 

1 Sosialisasi standar pelayanan publik, 
melakukan pendampingan pelaku usaha 
dalam pemenuhan persyaratan secara 
berkala 

Sudah Telah dilakukan Sosialisasi dan edukasi kepada 
pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan 
oleh BBPOM di Palangka Raya melalui FKP  

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024 

 

Membuat leaflet ataupun brosur terkait 
maksud dari pertanyaan tiap unsur dengan 
publik yang mudah dipahami dan juga 
akan dilengkapi dengan penjelasan 
pengisian survey oleh petugas, sosialisasi 
terkait persyaratan pelayanan dan 
meningkatkan respon petugas dalam 
memberi layanan pendampingan. 

Sudah Telah dilakukan sosialisasi terkait persyaratan 
pelayanan dan penjelasan/pendampingan pengisian 
survey oleh petugas 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024 

 

Meningkatkan ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik khususnya 
dukungan terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan jaringan internet 
yang baik dan kuat  

Sudah Telah ditingkatkan ketersediaan sarana prasarana 
pelayanan publik melalui peningjatan kualitas 
jaringan internat 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024 

2 Sosialisasi standar pelayanan publik, 
melakukan pendampingan pelaku usaha 
dalam pemenuhan persyaratan 

Sudah Telah dilakukan Sosialisasi dan edukasi kepada 
pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan 
oleh BBPOM di Palangka Raya melalui FKP 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

 

Membuat leaflet ataupun brosur terkait 
maksud dari pertanyaan tiap unsur dengan 
public yang mudah dipahami dan juga 
akan dilengkapi dengan penjelasan 
pengisian survey oleh petugas, sosialisasi 
terkait persyaratan pelayanan dan 
meningkatkan respon petugas dalam 
memberi layanan pendampingan. 

Sudah Telah dilakukan sosialisasi terkait persyaratan 
pelayanan dan penjelasan/pendampingan pengisian 
survey oleh petugas 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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No Rencana Tindak Lanjut 
Apakah RTL Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan 
ditambahkan tantangan/hambatan yang 

dihadapi) 

Dokumentasi 
Kegiatan 

 

Meningkatkan ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik khususnya 
dukungan terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan jaringan internet 
yang baik dan kuat  

Sudah Telah ditingkatkan ketersediaan sarana prasarana 
pelayanan publik melalui peningjatan kualitas 
jaringan internat 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

3 

Meningkatkan publikasi terhadap tata cara 
mengajukan permintaan informasi dan 
pengaduan melalui kanal-kanal yang 
dimiliki (subsite; media social; SP4N 
Lapor) 

Sudah Telah dilaksanakan publikasi tata cara permintaan 
informasi dan pengaduan melalui medsos 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

 

Melakukan publikasi terkait mekanisme 
pengaduan dan permintaan informasi serta 
mengumumkan service level agreement 
(SLA); meningkatkan respon melalui WA 
Halo Infokom 

Sudah Telah dilaksanakan publikasi terkait mekanisme 
permintaan informasi serta peningkatan respon 
melalui WA Halo Infokom 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

 

Meningkatkan ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik khususnya 
dukungan terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan jaringan internet 
yang baik dan kuat  

Sudah Telah ditingkatkan ketersediaan sarana prasarana 
pelayanan publik melalui peningkatan kualitas 
jaringan internat 

https://s.id/dokumentas
iRTL_SKM2024  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, dapat 

disimpulkan: 

1. Sebanyak 47 orang mengisi SKM pada Balai Besar POM di Palangka Raya. Layanan 

Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan menjadi layanan dengan 

pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 30 orang. 

2. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Palangka Raya, secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 97,48. Nilai SKM 

Balai Besar POM di Palangka Raya menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025. 

3. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan 

yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur serta biaya/tarif.  

4. Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Balai Besar POM di 

Palangka Raya telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%. 

 

Palangka Raya, 29 Agustus 2025 

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya   

 
 

       ${ttd_pengirim} 

 

 
Ali Yudhi Hartanto, SF. Apt.MM 

NIP. 197806292005011001 

 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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LAMPIRAN 

 

1. Kuesioner [https://tinyurl.com/YanblikBBPOMPalangkaRaya] 
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2. Hasil Olah Data SKM  

 

 

 

3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM 

a. SK Tim Pelaksana SKM  
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b. Pelaksanaan SKM Tahun 2025 (Penyebaran Kuisioner SKM) 

- Survei Kepada Pelaku Usaha : PT. Sumber Keberuntungan Sejati & PBF PT. 

BMI Palangka Raya 

 

 

 

- Survei Kepada Pelanggan melalui HALO INFOKOM ( 0811-555-633) 
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- Survei Kepada Pelanggan Pengujian Sampel Pihak Ketiga 

 

 

 

c. Publikasi Hasil SKM Tahun 2025  

 

 

 

 

Publikasi SKM di subsite www.palangkaraya.pom.go.id 
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     Publikasi SKM Tahun 2025 di Media Sosial (IG dan FB) 

 

 

d. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI    RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah sebagai service producer dan service arranger memiliki kewenangan 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan 

Pemerintah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat 

kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya dalam memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi 

untuk menilai kinerja pelayanan. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan dengan 

melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah) dan 

pendekatan dengan melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau 

publik. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Survei kepuasan masyarakat 

dilaksanakan untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan 

dalam menilai kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya hasil 

survei kepuasan masyarakat dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh 

masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik. 

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

 

 

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun 2024 (Terlampir) 
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Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada 

seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk 

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan 

penyelanggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat 

menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai 

kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah 

menetapkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi 

penyelanggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan 

kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi dan upaya perbaikan 

kinerja layanan publik secara berkelanjutan, maka Balai Besar POM di Palangka 

Raya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri sepanjang Tahun 

2023. Dalam rangka menindaklanjuti hasil survei tersebut, maka disusun rencana 

aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rencana serta 

keberhasilan dari upaya perbaikan kinerja layanan publik, maka dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan 

mayarakat. 

A. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

3) Standar Operasional Prosedur Nomor POM-16.02/CFM.04/SOP.01 tentang 

Pengukuran Kepuasan Masyarakat. 

 
B. Tujuan Pelaksanaan 

Monitoring dan evaluasi rencana aksi/tindak lanjut hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2024 ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui kesesuaian rencana aksi/tindak lanjut hasil survei dengan 
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rekomendasi yang diberikan 

2) Mengetahui progres atas penerapapan rencana aksi/tindak lanjut hasil 

survei setiap triwulannya 

3) Mengetahui tingkat pencapaian rencana aksi/tindak lanjut, sehingga dapat 

diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai rencana 

aksi/tindak lanjut tersebut. 

 
2. MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  

A. Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 

Hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Palangka Raya 

Tahun 2024 dengan jumlah responden 59 (lima puluh sembilan) orang pada 9 

(sembilan) jenis layanan publik menghasilkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 97,37. Dengan 

demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan mutu pelayanan Balai Besar POM di Palangka Raya mendapatkan 

kategori A yaitu persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada Balai Besar POM di Palangka 

Raya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Unsur Pelayanan 2023 2024 Naik/ 
Turun 

U1 Persyaratan  96.67 95.76 0.91↓ 

U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  96.42 96.05 0.37↓ 

U3 Waktu Penyelesaian 96.38 98.12 1.74↑ 

U4 Biaya/Tarif  96.42 97.74 1.32↑ 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 96.42 97.46 1.04↑ 

U6 Kompetensi Pelaksana 97.28 98.02 0.74↑ 

U7 Perilaku Pelaksana 97.53 99.44 1.91↑ 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 97.04 97.74 0.70↑ 

U9 Sarana dan Prasarana 96.30 96.05 0.25↓ 

Nilai SKM Unit Layanan 96.72 97.37 0.65↑ 

 

Rentang nilai sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017: 

: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00) 
: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30) 
: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60) 
: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99) 
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B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2024 

Berdasarkan hasil analisis pada Laporan SKM Tahun 2024, disusun rencana tindak 

lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai 

dari unsur yang paling rendah hasilnya, dengan rincian sebagai berikut: 

No. Jenis 
Layanan 

Unsur 
Layanan 

dengan nilai 
terendah 

Penyebab Rencana Tindak Lanjut 
Timeline 
(DD-MM-

YY) 
PIC 

1 Sertifikasi 
Pemenuhan 
Aspek Cara 
Pembuatan 
Obat 
Tradisional 
yang Baik 
(CPOTB) 

Persyaratan Pada saat penjelasan 
persyaratan, sebagian 
besar pelaku usaha 
yang datang belum siap 
dengan persyaratan 
awal sehingga merasa 
sulit dalam memenuhi 
syarat untuk 
melanjutkan layanan. 

Sosialisasi standar 
pelayanan publik, 
melakukan 
pendampingan pelaku 
usaha dalam 
pemenuhan persyaratan 
secara berkala 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Sertifikasi 
dan 
Infokom 

 
 Sistem, 

Mekanisme & 
Prosedur  

Pelanggan merasa 
kurang memahami 
prosedur yang harus 
disiapkan dalam rangka 
memenuhi syarat 
CPOTB. Ketika 
pelanggan kesulitan 
dan mengajukan 
pertanyaan, pelanggan 
merasa petugas kurang 
responsive. 

Membuat leaflet ataupun 
brosur terkait maksud 
dari pertanyaan tiap 
unsur dengan publik 
yang mudah dipahami 
dan juga akan dilengkapi 
dengan penjelasan 
pengisian survey oleh 
petugas, sosialisasi 
terkait persyaratan 
pelayanan dan 
meningkatkan respon 
petugas dalam memberi 
layanan pendampingan. 

 
 
 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Sertifikasi 
dan 
Infokom 

  Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah 
komputer dan jaringan 
internet kurang kuat 
untuk membuka 
aplikasi pada saat 
pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan 
publik khususnya 
dukungan terhadap 
layanan berbasis digital 
melalui penyediaan 
jaringan internet yang 
baik dan kuat  
 

 
 
 
 

31 Oktober 
2024 

Tata 
Usaha 

2 Penerbitan 
SKE Obat 
dan Makanan 

Persyaratan Pada saat penjelasan 
persyaratan, sebagian 
besar pelaku usaha 
yang publik belum siap 
dengan persyaratan 
awal sehingga merasa 
sulit dalam memenuhi 
syarat untuk 
melanjutkan layanan. 

Sosialisasi standar 
pelayanan publik, 
melakukan 
pendampingan pelaku 
usaha dalam 
pemenuhan persyaratan 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Sertifikasi 
dan 

Infokom 

 

 Sistem, 
Mekanisme & 
Prosedur  

Pelanggan merasa 
kurang memahami 
prosedur yang harus 
disiapkan dalam rangka 
memenuhi syarat untuk 
mendapatkan SKE.  

Membuat leaflet ataupun 
brosur terkait maksud 
dari pertanyaan tiap 
unsur dengan 4ublic 
yang mudah dipahami 
dan juga akan dilengkapi 
dengan penjelasan 
pengisian survey oleh 
petugas, sosialisasi 
terkait persyaratan 
pelayanan dan 
meningkatkan respon 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Sertifikasi 
dan 

Infokom 
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petugas dalam memberi 
layanan pendampingan. 

 

 Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah 
komputer dan jaringan 
internet kurang kuat 
untuk membuka 
aplikasi pada saat 
pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan 
publik khususnya 
dukungan terhadap 
layanan berbasis digital 
melalui penyediaan 
jaringan internet yang 
baik dan kuat  

 

 
 
 
 

31 Oktober 
2024 

Tata 
Usaha 

3 

Pengaduan 
masyarakat & 
Informasi 
Obat dan 
Makanan 

Persyaratan Pelanggan belum 
mengetahui tata cara 
mengajukan 
permintaan informasi 
dan pengaduan 

Meningkatkan publikasi 
terhadap tata cara 
mengajukan permintaan 
informasi dan 
pengaduan melalui 
kanal-kanal yang dimiliki 
(subsite; media social; 
SP4N Lapor) 

 
 

31 
Desember 

2024 Infokom 

 

 Sistem, 
Mekanisme & 

Prosedur  

Pelanggan belum 
mengetahui Service 
Level Agreement (SLA) 
terhadap kriteria 
pengaduan atau 
layanan informasi yang 
diminta 

Melakukan publikasi 
terkait mekanisme 
pengaduan dan 
permintaan informasi 
serta mengumumkan 
service level agreement 
(SLA); meningkatkan 
respon melalui WA Halo 
Infokom 

 
 

31 
Desember 

2024 Infokom 

 

 Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah 
komputer dan jaringan 
internet kurang kuat 
untuk membuka 
aplikasi pada saat 
pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan 
publik khususnya 
dukungan terhadap 
layanan berbasis digital 
melalui penyediaan 
jaringan internet yang 
baik dan kuat  
 

 
 
 
 

31 Oktober 
2024 

Tata 
Usaha 

 

 

3. KESIMPULAN 

Hasil monitoring dan Tindak Lanjut SKM Tahun 2024 : Close (lembar monitoring 

dan data dukung terlampir). 

 

 

 

        Palangka Raya,13 Januari 2025 

        Ketua Tim, 

 

 

        Wahyuri, S.Si.Apt.M.Farm 
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Lampiran 1. Monitoring dan  Tindak Lanjut Terhadap hasil SKM Tahun 2024 

 

No. Jenis Layanan 

Unsur 
Layanan 
dengan 

nilai 
terendah 

Penyebab Rencana Tindak Lanjut 
Timeline 
(DD-MM-

YY) 

 
Tindak Lanjut 

Status 
Rekomen

dasi 
(Open/Clo

se) 

PIC 

1 Sertifikasi Pemenuhan 
Aspek Cara 
Pembuatan Obat 
Tradisional yang Baik 
(CPOTB) 

Persyaratan Pada saat penjelasan 
persyaratan, sebagian besar 
pelaku usaha yang datang belum 
siap dengan persyaratan awal 
sehingga merasa sulit dalam 
memenuhi syarat untuk 
melanjutkan layanan. 

Sosialisasi standar pelayanan 
publik, melakukan 
pendampingan pelaku usaha 
dalam pemenuhan 
persyaratan secara berkala 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

 
Telah dilakukan Sosialisasi 
dan edukasi kepada pelaku 
usaha yang mendapatkan 
pendampingan oleh BBPOM 
di Palangka Raya melalui 
FKP  

 
 
 
Close 
 

Sertifikasi 
dan 
Infokom 

 
 Sistem, 

Mekanisme 
& Prosedur  

Pelanggan merasa kurang 
memahami prosedur yang harus 
disiapkan dalam rangka 
memenuhi syarat CPOTB. Ketika 
pelanggan kesulitan dan 
mengajukan pertanyaan, 
pelanggan merasa petugas 
kurang responsive. 

Membuat leaflet ataupun 
brosur terkait maksud dari 
pertanyaan tiap unsur dengan 
publik yang mudah dipahami 
dan juga akan dilengkapi 
dengan penjelasan pengisian 
survey oleh petugas, 
sosialisasi terkait persyaratan 
pelayanan dan meningkatkan 
respon petugas dalam 
memberi layanan 
pendampingan. 

 
 
 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Telah dilakukan sosialisasi 
terkait persyaratan 
pelayanan dan 
penjelasan/pendampingan 
pengisian survey oleh 
petugas 

 
 
 
 
 
Close 
 

Sertifikasi 
dan 
Infokom 

  Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah komputer dan 
jaringan internet kurang kuat 
untuk membuka aplikasi pada 
saat pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan ketersediaan 
sarana prasarana pelayanan 
publik khususnya dukungan 
terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan 
jaringan internet yang baik 
dan kuat  
 

 
 
 
 

31 
Oktober 

2024 

Telah ditingkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik 
melalui peningjatan kualitas 
jaringan internat 

 
 
 

Close 
 Tata Usaha 

2 Penerbitan SKE 
Obat dan Makanan 

Persyaratan Pada saat penjelasan 
persyaratan, sebagian besar 
pelaku usaha yang publik belum 
siap dengan persyaratan awal 
sehingga merasa sulit dalam 
memenuhi syarat untuk 
melanjutkan layanan. 

Sosialisasi standar pelayanan 
publik, melakukan 
pendampingan pelaku usaha 
dalam pemenuhan 
persyaratan 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Telah dilakukan Sosialisasi 
dan edukasi kepada pelaku 
usaha yang mendapatkan 
pendampingan oleh BBPOM 
di Palangka Raya melalui 
FKP 

 
 
 

Close 
 

Sertifikasi 
dan 

Infokom 
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 Sistem, 
Mekanisme 
& Prosedur  

Pelanggan merasa kurang 
memahami prosedur yang harus 
disiapkan dalam rangka 
memenuhi syarat untuk 
mendapatkan SKE.  

Membuat leaflet ataupun 
brosur terkait maksud dari 
pertanyaan tiap unsur dengan 
public yang mudah dipahami 
dan juga akan dilengkapi 
dengan penjelasan pengisian 
survey oleh petugas, 
sosialisasi terkait persyaratan 
pelayanan dan meningkatkan 
respon petugas dalam 
memberi layanan 
pendampingan. 

 
 
 
 

31 
Desember 

2024 

Telah dilakukan sosialisasi 
terkait persyaratan 
pelayanan dan 
penjelasan/pendampingan 
pengisian survey oleh 
petugas 

 
 
 
 

Close 
 Sertifikasi 

dan 
Infokom 

 

 Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah komputer dan 
jaringan internet kurang kuat 
untuk membuka aplikasi pada 
saat pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan ketersediaan 
sarana prasarana pelayanan 
publik khususnya dukungan 
terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan 
jaringan internet yang baik 
dan kuat  

 

 
 
 
 

31 
Oktober 

2024 

Telah ditingkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik 
melalui peningjatan kualitas 
jaringan internat 

 
 
 

Close 
 Tata Usaha 

3 

Pengaduan 
masyarakat & 
Informasi Obat dan 
Makanan 

Persyaratan Pelanggan belum mengetahui 
tata cara mengajukan 
permintaan informasi dan 
pengaduan 

Meningkatkan publikasi 
terhadap tata cara 
mengajukan permintaan 
informasi dan pengaduan 
melalui kanal-kanal yang 
dimiliki (subsite; media social; 
SP4N Lapor) 

 
 

31 
Desember 

2024 

Telah dilaksanakan publikasi 
tata cara permintaan 
informasi dan pengaduan 
melalui medsos 

 
 

Close 
 Infokom 

 

 Sistem, 
Mekanisme 
& Prosedur  

Pelanggan belum mengetahui 
Service Level Agreement (SLA) 
terhadap kriteria pengaduan atau 
layanan informasi yang diminta 

Melakukan publikasi terkait 
mekanisme pengaduan dan 
permintaan informasi serta 
mengumumkan service level 
agreement (SLA); 
meningkatkan respon melalui 
WA Halo Infokom 

 
 

31 
Desember 

2024 

Telah dilaksanakan publikasi 
terkait mekanisme 
permintaan informasi serta 
peningkatan respon melalui 
WA Halo Infokom 

 
 

Close 
 Infokom 

 

 Sarana 
Prasarana 

Kurangnya jumlah komputer dan 
jaringan internet kurang kuat 
untuk membuka aplikasi pada 
saat pelanggan menerima 
layanan 

Meningkatkan ketersediaan 
sarana prasarana pelayanan 
publik khususnya dukungan 
terhadap layanan berbasis 
digital melalui penyediaan 
jaringan internet yang baik 
dan kuat  
 

 
 
 
 

31 
Oktober 

2024 

Telah ditingkatkan 
ketersediaan sarana 
prasarana pelayanan publik 
melalui peningkatan kualitas 
jaringan internat 

 
 
 

Close 
 Tata Usaha 
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Lampiran 2. Data Dukung Hasil Tindak Lanjut Hasil SKM Tahun 2024 

 

 

 

Gambar 1. Sosialisasi terkait persyaratan pelayanan dan 

penjelasan/pendampingan pengisian survey oleh petugas  
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Gambar 2. Peningkatan respon melalu WA oleh petugas sertifikasi dalam 
pendampingan CPOTB 

 

   

Gambar 2. Sosialisasi terkait persyaratan pelayanan dan penjelasan/pendampingan 
pengisian survey oleh petugas kepada pelaku usaha  
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Gambar 3. Sosialisasi dan Edukasi standar pelayanan kepada pelaku usaha yang 
mendapatkan pendampingan oleh BBPOM di Palangka Raya melalui FKP, tanggal 25 

September 2024 

 

     

Gambar 3. Publikasi tata cara permintaan informasi dan pengaduan melalui medsos 
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Gambar 3. Publikasi Jenis Layanan Publik pada berbagai jenis Kanal Informasi 

 

 

   

Gambar 4. Peningkatan Kualitas Jaringan Internet di Ruang Layanan Publik 
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Gambar 4. Rekapitulasi Respon melalui Halo Infokom (0811-555-633) 
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Penjelasan Data Dukung Media Sosial 

Dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPOM Palangka 

Raya, penggunaan media sosial bertujuan memberikan edukasi dan kampanye keamanan 

pangan, sebagai sarana layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Berikut lampiran 

media sosial BBPOM Palangka Raya 

a. Akun Instagram 

(https://www.instagram.com/bpom.palangkaraya?igsh=MnNucmtvNHN0ZG5q) 

 

b. Akun Facebook  

https://www.facebook.com/bpom.palangkaraya/?locale=id_ID  
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c. Tiktok https://www.tiktok.com/@bpom.palangkaraya  

 

 

d. X https://x.com/bpompalangka  
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e. Youtube  

https://www.youtube.com/@bpom.palangkaraya  

 

 

 

 

f. Halo Infokom (0811555633) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            46 / 50                            46 / 50



Penjelasan Data Dukung Penanda Wifi di Layanan Publik 

Dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPOM Palangka 

Raya tersedianya WiFi untuk pengguna layanan beserta penandaan WiFi penandaan ini 

penting untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik berbasis digital. 

Penanda WiFi berisi pemberian informasi yang jelas dan mudah dikenali mengenai 

ketersediaan jaringan internet di area layanan public bertujuan memberi tahu Masyarakat 

bahwa tersedia WiFi gratis yang dapat di akses terbatas. Berikut gambar terlampir: 
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Penjelasan Data Dukung Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat 

Dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPOM Palangka 

Raya Leaflet diletakkan di meja layanan sertifikasi dan pendaftaran produk, Leaflet menjadi 

bahan publikasi yang beirisi penjelasan singkat dengan desain menarik salah satunya terkait 

layanan sertifikasi dan pendampingan pendaftaran produk yang menyediakan leaflet 

Registrasi Perusahaan dan Aspek-aspek CPPOB bertujuan untuk memudahkan Masyarakat 

memahami persyaratan dan alur pendaftaran produk. Berikut gambar terlampir: 
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Penjelasan Data Dukung Publikasi Alur Layanan Informasi 

Dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPOM Palangka 

Raya tersedianya publikasi alur layanan informasi dan pengaduan adalah penyampaian 

informasi secara terbuka mengenai tahapan atau prosedur yang harus ditempuh oleh 

masyarakat. Untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan terkait layanan 

publik. Sejalan dengan misi BBPOM Palangka Raya memberikan pelayanan inklusif 

khususnya kelompok rentan BBPOM menyediakan penjelasan alur pelayanan melalui 

Bahasa Isyarat. Berikut gambar terlampir: 

1. Publikasi Melalui Subsite Palangkaraya.pom.go.id 
(https://palangkaraya.pom.go.id/berita/sop)  

 

 
2. Publikasi Melalui Media Sosial 
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3. Publikasi menggunakan Bahasa Isyarat 

 

4. Publikasi Melalui Halo Infokom 
 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            50 / 50
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            50 / 50

http://www.tcpdf.org

		2025-09-02T07:11:34+0700
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




